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SURAT SETORAN PAJAK 1
_ DEPARTEMEN KEUANGAN R.l, LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ( SSP)

Untuk Arsip Wajib Pajak
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Diisi sesui dengon Nomor Pokok Wallb Palok yang dimiliki

NOP VY QR 5T (T VO W [ (Ol 1 ) SV A e T ) o [

Dyisi sesual dengan Nomor Objek Pojak

Uraian PembBayaran: ..o
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

IA 1 | i | I I | | I T L L L LT T Ty,
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Tahun Pajak

Illll

Beri tanda stlang ( X ) pada kolom bulon, seswal dengan pembayoron untuk moesa yang berkenoan Diisi Tahun terutongnya Pajok

Nomor Ketetapan O T B [TV €74 ORI (I Y
Diisi seswai Nomor Ketetopan; STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran VRN C O A L R s oo s Diisi dengon rupiah penth

dbsssnnnnstnn POPPR

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Waljib Pajak/Penyetor

TORBER - spoorririomirmrmmriaimssnmermmanterttst’ || seseesssrsoniommmepmasas r TORBEM cicosnvrermeriioncirms
Cop don tondo tongan Cop dan tando tongon

NAMB IS Y bbb Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Valldasi Kantor Penerima Pembayaran

1F.2.0.32.01
t
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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib pajak.
NAMA NPWP diisi dengan Nama Wajib Pajak
ALAMAT NPWP diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP
1. NPWP diisi : a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000
b. Untuk WP orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.00-XXX.000

2. XXX Diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.
Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

NOP diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alamat Objek Pajak diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.

Catatan : Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.

diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun

Kode Akun Pajak pajak yang akan dibayar atau disetor.

diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam Lampiran

Kode Jenis Setoran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.

Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah
dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.

diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan
Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan
yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.

Uraian Pembayaran

diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa
pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu
Masa Pajak masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk
beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Tahun Pajak diisi tahun terutangnya pajak.

diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB,SKPKBT)
atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau
menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak,
STP atau putusan lain.

Nomor Ketetapan

diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi
WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika
Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.

Jumlah Pembayaran

diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan

Terbilang bahasa Indonesia.

diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima
Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau
setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

Diterima oleh Kantor
Penerima Pembayaran

diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama

Wajib Pajak/Penyetor jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)
atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP)
oleh Kantor Penerima Pembayaran.

Ruang Validasi Kantor
Penerima Pembayaran
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SURAT SETORAN PAJAK 2
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)
Untuk KPPN
NPWP 3 I TP N ST N QT (™I TR [ Y (S O TV [ L
Dilsi sesuai dengan Nomaor Pokok Wohb Pojok yong dimilik)
NAMA Wp
PIPIMRREMIP Y orrrenrtasesremssetssmm ; "
NOP Lo b ey Jrog ) Lo gy i) i i ¥ Ly
Diisi sesuoi dengon Nomor Objek Pojak
ALAMAT OP X A -
Uraian P 3
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran A Prm sy
l l l l l l ] l l l I R R L R R R e
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | sul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
L fegnael
Beri tando silong ( X ] poda kolom bulon, sesual dengan pembayoren untuk masa yang berkenoan Dfisi Tohun terutangnye Pajak
Nomor Ketetapan ) SR [ o ) S ) [ | (ST )

Diisi sesuol Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atou SKPKBT

Cop don tando tangon

Nama Jelas : Nama Jelas :

e eeeat ittt et ey bt he bes dan s

Jumliah Pembayaran 2 e ede1 400044 090500494 404 400104000404 e b sbdvre vt b by devemvvientestsrverersw e arvvers | OVEST CIENGON Tupials penuh
TRIBUBNG T coosiiassiiisanyivoris dssaiosieionts 2= s e ey e
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Cap don tando tongon

. Tanggal ..ciiiiiiiiiin.

e Ies et b Rirreeatr it terertaaret

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
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SURAT SETORAN PAJAK 3
'\, DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR

4/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ( SS P) Untuk Ditaporkan STe
Wajib Pajak ke KPP

NPWP L L btd Efrsat Ly s sttt ova l

Oiisi seswol dengan Nomor Pokok Wojib Pajak yang dimiiik)

ALAMAT WP

NOP |||||||1l|llllllllLlllll_J

Diisi sesunl dengon Nomar Objek Pojok
ALAMAT OP I R 3 O P A XA APV 77 I PR SO T A B YT T S IOty

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

I 1| 1 | | | I I | | I L L L P PR DT PSP PP

Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr [ Mei | Jun | Jul | Ags | Sep [ Okt | Nov | Des Tahun Pajak

I ) G Y | I
Beri tanda sileng ( X ) peda kolom bulan, sesuel dengan pembaycran ntuk mesa yang berkenaan Diist Tahun terutangnyo Pojok

Nomor Ketetapan G BN RO ) T Y N O [ e Y
Ditsl sesual Nomor Ketetopon: STP, SKPKB atou SKPKBT

Jumiah Pembayaran P R P O A R s (o RO A R RS SR T eI 7 K PR DR Diisi dengon rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

TOOERIY crivispiaromitirnis HEmm i P roRoreises. 1 TOIEENE: csspinissosivinsivissss
Cap don tanda tangan Cap don tonda tongon

NamaJelas: ...ooommcmmmicirierensargens NamB JOIBS 2  Loiiciianisimiionssamcsivs

" Terima Kasih Telah Membayar Pagak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Ir20320
b
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SURAT SETORAN PAJAK

4

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ( SS P) Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro
NPWP T | L T Iy Y GOl O S ) ST et ) V)
Diisl sesusi dengan Nomor Fokok Wafib Pajok yong dimiliki
ALAMAT WP SRR UMD, 7 o VR ;
NOP A MY VO T S Oy NS O A (A L Z0 0= () ST (VR | PO, S T S (i |
Diisi sesual dengon Nomor Objek Pajaok
ALAMAT OP TR TP P S T R N S AT PR P A ST e
Uraian Pembayaran: ...
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
I O (= et LJ | L vess sessressssaas sbrasitee
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
l $—1 1 I
Beri tanda sifang ( X ) pada kolom bulan, sesuol dengan pernboyaran untuk mase yong berkenaan Disl Tahun terutongnya Pajok
Nomor Ketetapan 1 N T T ) 7 o [T O ) VI 1 T 1 g4 Y

Dilst sesuari Nomor Ketetopan: STP, SKPK8 atou SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupioh penuh
TEIDIBNG 2 oo rorssssonitnssssassrsscnss X . - o
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Cop don tonda tangan Cap don tanda tongan
NamMAJRIBS © oiiiiiiiniiimissemnisminnsnis NOMBIBIRS'S iiivrmrormvriorismassrsaosonsss

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
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1.

Lampiran II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-38/P1/2009

TENTANG BENTUK FORMULIR
SETORAN PAJAK

SURAT

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT
pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

199 Pembayaran Pendahuluan skp untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPh Pasal 21 ketetapan pajak PPh Pasal 21.

200 Tahunan PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang

tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300 STP PPh Pasal 21 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
310 SKPKB PPh Pasal 21 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.

311 SKPKB PPh Final Pasal 21 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Pembayaran Sekaligus Atas tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran
Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan | sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun,
Pensiun, dan Uang Pesangon dan Uang Pesangon.

320 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
SKPKBT PPh Pasal 21 tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.

321 SKPKBT PPh Final Pasal 21 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Pembayaran Sekaligus Atas tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran
Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan | sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan
Pensiun, dan Uang Pesangon Uang Pesangon.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat

tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan .
. Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
Banding, atau Putusan . .
- : Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali

401 PPh Final Pasal 21 Pembayaran untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus
Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, | atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang
Uang Tebusan Pensiun, dan Uang | Pesangon.

Pesangon

402 PPh Final Pasal 21 atas honorariumfuntuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau
atau imbalan lain yang diterima imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota
Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.

TNI/POLRI dan para pensiunnya

500 PPh Pasal 21 atas pengungkapan [untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

ketidakbenaran disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501 PPh Pasal 21 atas penghentian untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa denda | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
pengisian SPT PPh Pasal 21 atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi berupa | untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas

denda atas penghentian
penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan

penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.

www.peraturanpajak.com
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2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Masa PPh Pasal 22 untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum
dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan
sebelum dilakukan pemeriksaan.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPh Pasal 22 ketetapan pajak PPh Pasal 22.

300 STP PPh Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPh Pasal 22.
310 SKPKB PPh Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
. untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
311 SKPKB PPh Final Pasal 22 tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.
320 SKPKBT PPh Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.
321 SKPKBT PPh Final Pasal 22 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

401 PPh Final Pasal 22 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas.
Penebusan Migas

403 PPh Final Pasal 22 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penjualan Barang
Penjualan Barang yang yang Tergolong Sangat Mewah
Tergolong Sangat Mewah

untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

500 PZ: F:Ja:aliazza?]tiZtidakbenaran disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas

pengungkap pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPh Pasal 22 atas penghentian [ untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran |[Masa PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
pengisian SPT Masa PPh Pasal ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

22

511 Sanksi denda administrasi untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
berupa denda atas penghentian | penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
penyidikan tindak pidana di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

900 Pemungut PPh Pasal 22 untuk pembayaran PPh Pasal 22 vyang dipungut oleh

Pemungut.
3. Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Masa PPh Pasal 22 Impor untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum

dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk
SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPh Pasal 22 Impor ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.

300 STP PPh Pasal 22 Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.

310 SKPKB PPh Pasal 22 Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor.

320 SKPKBT PPh Pasal 22 Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi impor.

www.peraturanpajak.com
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390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPh Pasal 22 Impor atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

pengungkapan ketidakbenaran [ disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas
pengungkapan ketidakbenaran atas transaksi Impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP.

501 PPh Pasal 22 Impor atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penghentian penyidikan tindak [ disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas
pidana penghentian penyidikan tindak pidana atas transaksi Impor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran |[Masa PPh atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengisian SPT Masa PPh Pasal Masa PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam
22 Impor Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
berupa denda atas penghentian | penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
penyidikan tindak pidana di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

4, Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Masa PPh Pasal 23 untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain
PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT
pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

101 PPh Pasal 23 atas Dividen untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas
dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam
negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

102 PPh Pasal 23 atas Bunga untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas
bunga (termasuk premium, diskonto dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada
Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa
PPh Pasal 23.

103 PPh Pasal 23 atas Royalti untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas
royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

104 PPh Pasal 23 atas Jasa untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa
yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat

PPh Pasal 23 ketetapan pajak PPh Pasal 23.

300 STP PPh Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal 23
atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).

301 STP PPh Pasal 23 atas Dividen, | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Bunga, Royalti, dan Jasa tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,
royalti, dan jasa.

310 SKPKB PPh Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 (selain SKPKB PPh
pasal 23 atas dividen, bunga, royalti dan jasa).

311 SKPKB PPh Pasal 23 atas|untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Dividen, Bunga, Royalti, dan |tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,
Jasa royalti, dan jasa.

312 SKPKB PPh Final Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.

320 SKPKBT PPh Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh
Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
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321 SKPKBT PPh Pasal 23 atas untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Dividen, Bunga, Royalti, dan tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga,
Jasa royalti, dan jasa.

322 SKPKBT PPh Final Pasal 23 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

401 PPh Final Pasal 23 atas Bunga | untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan
Simpanan Anggota Koperasi anggota koperasi.

500 PPh Pasal 23 atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
pengungkapan ketidakbenaran [ disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 atas

pengungkapan ketidakbenaran (termasuk PPh Pasal 23 atas
dividen, bunga, royalti, dan jasa) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5)
Undang-Undang KUP.

501 PPh Pasal 23 atas penghentian [ untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas

penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran [Masa PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
pengisian SPT Masa PPh Pasal ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5)Undang-Undang KUP.

23

511 Sanksi denda administrasi untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
berupa denda atas penghentian | penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
penyidikan tindak pidana di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

5. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Masa PPh Pasal 25 Orang untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang
Pribadi terutang.

101 Masa PPh Pasal 25 Orang untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
Pribadi Pengusaha Tertentu Pengusaha Tertentu yang terutang.

199 Pembayaran Pendahuluan skp |untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPh Orang Pribadi ketetapan pajak PPh Orang Pribadi.

200 Tahunan PPh Orang Pribadi untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk
SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

300 STP PPh Orang Pribadi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.

310 SKPKB PPh Orang Pribadi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.

320 SKPKBT PPh Orang Pribadi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPh Orang Pribadi atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

pengungkapan ketidakbenaran | disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPh Orang Pribadi atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penghentian penyidikan tindak | disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas
pidana penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran |[PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
pengisian SPT PPh Orang ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
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6.

7.

Pribadi

511

Sanksi denda administrasi
berupa denda atas penghentian

untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

penyidikan tindak pidana di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.
Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Masa PPh Pasal 25 Badan untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPh Badan ketetapan pajak PPh Badan.

200 Tahunan PPh Badan untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT
pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

300 STP PPh Badan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam STP PPh Badan.

310 SKPKB PPh Badan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Badan.

320 SKPKBT PPh Badan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPh Badan atas pengungkapan [ untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

ketidakbenaran disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPh Badan atas penghentian [ untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas

penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran |[PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
pengisian SPT PPh Badan dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas

berupa denda atas penghentian

penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

penyidikan tindak pidana di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.
Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Masa PPh Pasal 26 untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor (selain
PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba
setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh
Pasal 26

101 PPh Pasal 26 atas Dividen untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas
dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri
yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

102 PPh Pasal 26 atas Bunga untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas
bunga (termasuk premium, diskonto, premi swap dan
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang)
yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

103 PPh Pasal 26 atas Royalti untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas
royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

104 PPh Pasal 26 atas Jasa untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas jasa
yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang
tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

PPh Pasal 26 atas Laba setelah | untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus dibayar atas

105 Pajak BUT laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Tahunan

PPh BUT.
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berupa denda atas penghentian

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPh Pasal 26 ketetapan pajak PPh Pasal 26.
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
300 | STP PPh Pasal 26 tercantum dalam STP PPh Pasal 26 (selain STP PPh Pasal 26
atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak
BUT).

301 STP PPh Pasal 26 atas Dividen, | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba | tercantum dalam STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga,
Setelah Pajak BUT royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.

310 SKPKB PPh Pasal 26 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 (selain SKPKB PPh
Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah
pajak BUT).

311 SKPKB PPh Pasal 26 atas|untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, | tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga,
dan Laba Setelah Pajak BUT royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.

320 SKPKBT PPh Pasal 26 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 (selain SKPKBT PPh
Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah
pajak BUT).

321 SKPKBT PPh Pasal 26 atas|untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, | tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga,
dan Laba Setelah Pajak BUT royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPh Pasal 26 atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

pengungkapan ketidakbenaran | disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPh Pasal 26 atas penghentian | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas

penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran | PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
pengisian SPT PPh Pasal 26 atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas

penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Keputusan Pembetulan, Surat

penyidikan tindak pidana di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.
8. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
199 Pembayaran Pendahuluan skp |untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPh Final ketetapan pajak PPh Final.
300 STP PPh Final untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor
yang tercantum dalam STP PPh Final.
310 SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat|untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
(2) tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311 SKPKB PPh Final Pasal 15 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
312 SKPKB PPh Final Pasal 19 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
320 SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
(2) tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
321 SKPKBT PPh Final Pasal 15 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
322 SKPKBT PPh Final Pasal 19 untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
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Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali

401 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Diskonto/Bunga Obligasi dan [ diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara
Surat Utang Negara

402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan
Pengalihan Hak atas Tanah | Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
dan/atau Bangunan

403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan
Persewaan Tanah dan/atau Tanah dan/atau Bangunan.

Bangunan

404 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga
Bunga Deposito / Tabungan, | deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.

Jasa Giro dan Diskonto SBI

405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah
Hadiah Undian undian.

406 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi
Transaksi Saham, Obligasi dan | saham, obligasi dan sekuritas lainnya, dan di Bursa.
sekuritas lainnya di Bursa.

407 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan
Penjualan Saham Pendiri Saham Pendiri.

408 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan
Penjualan Saham Milik saham milik Perusahaan Modal Ventura.

Perusahaan Modal Ventura

409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [ untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa
Jasa Konstruksi konstruksi.

410 PPh Final Pasal 15 atas Jasa|untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran
Pelayaran Dalam Negeri dalam negeri.

411 PPh Final Pasal 15 atas Jasa untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran
Pelayaran dan/atau dan/atau penerbangan luar negeri.

Penerbangan Luar Negeri

413 PPh Final Pasal 15 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan
Penghasilan Perwakilan Dagang | perwakilan dagang luar negeri.

Luar Negeri

414 PPh Final Pasal 15 atas Pola untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil.
Bagi Hasil

415 PPh Final Pasal 15 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk
Kerjasama Bentuk BOT BOT.

416 PPh Final Pasal 19 atas untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva
Revaluasi Aktiva Tetap tetap.

417 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas [untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga
Bunga Simpanan Anggota Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang
Koperasi yang Dibayarkan Pribadi
kepada Orang Pribadi

418 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas |[untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari transaksi penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau
derivatif yang diperdagangkan | diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif
di bursa yang diperdagangkan di bursa

419 PPh Final Pasal 17 ayat (2c) untuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas dividen
atas penghasilan berupa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
dividen dalam negeri

499 PPh Final Lainnya untuk pembayaran PPh Final lainnya

500 PPh Final atas pengungkapan untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
ketidakbenaran disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas

pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPh Final atas penghentian untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas
penghentian  penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran |PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
pengisian SPT PPh Final atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,
berupa denda atas penghentian | atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
penyidikan tindak pidana di perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan. Undang-Undang KUP.
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10.

11.

12.

Kode Akun Pajak 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 PPh Non Migas Lainnya untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya.

300 STP PPh Non Migas Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPh Non Migas lainnya.

310 SKPKB PPh Non Migas Lainnya |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya.

320 SKPKBT PPh Non Migas Lainnya | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPh Non Migas lainnya.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPh Non Migas Lainnya atas|untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

pengungkapan ketidakbenaran | disetor yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non
Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP.

501 PPh Non Migas Lainnya atas|untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penghentian penyidikan tindak | disetor yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non
pidana Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian
pengungkapan ketidakbenaran |surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya sebagaimana
pengisian surat pemberitahuan | dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5)
PPh Non Migas Lainnya Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,

berupa denda atas penghentian
penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan

atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak 411131 Untuk Jenis Pajak Fiskal Luar Negeri

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Fiskal Luar Negeri untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri.
300 STP Fiskal Luar Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP Fiskal Luar Negeri.

Kode Akun Pajak 411111 Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 PPh Minyak Bumi untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi.
300 STP PPh Minyak Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam STP PPh Minyak Bumi.
310 SKPKB PPh Minyak Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Minyak Bumi.
320 SKPKBT PPh Minyak Bumi untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Minyak Bumi.
390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali
Kode Akun Pajak 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 PPh Gas Alam untuk pembayaran masa PPh Gas Alam.
300 STP PPh Gas Alam untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam STP PPh Gas Alam.
310 SKPKB PPh Gas Alam untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
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tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam.

320 SKPKBT PPh Gas Alam untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Gas Alam.
390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan [ Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

13. Kode Akun Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 PPh Migas Lainnya untuk pembayaran masa PPh Migas Lainnya.
300 STP PPh Migas Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam STP PPh Migas Lainnya.
310 SKPKB PPh Migas Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Migas Lainnya.
320 SKPKBT PPh Migas Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Migas Lainnya.
390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan [ Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

14. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Setoran Masa PPN Dalam untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang
Negeri tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101 Setoran PPN BKP tidak untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP
berwujud dari luar Daerah tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
Pabean
102 Setoran PPN JKP dari luar untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari
Daerah Pabean luar Daerah Pabean.
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103 Setoran Kegiatan Membangun | untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun
Sendiri Sendiri.

104 Setoran Penyerahan Aktiva untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva
yang menurut tujuan semula yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
tidak untuk diperjualbelikan
Setoran Atas Pengalihan Aktiva | untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva
Dalam Rangka Restrukturisasi [ dalam rangka restrukturisasi perusahaan.

Perusahaan

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPN Dalam Negeri ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.

300 STP PPN Dalam Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.

310 SKPKB PPN Dalam Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.

311 SKPKB PPN Pemanfaatan BKP untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tidak berwujud dari luar tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak
Daerah Pabean berwujud dari luar Daerah Pabean.

312 SKPKB PPN Pemanfaatan JKP untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
dari luar Daerah Pabean tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar

Daerah Pabean.

313 SKPKB PPN Kegiatan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Membangun Sendiri tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun
Sendiri.

314 SKPKB Pemungut PPN Dalam untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Negeri tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban

pemungut.

320 SKPKBT PPN Dalam Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.

321 SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tidak berwujud dari luar tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak
Daerah Pabean berwujud dari luar Daerah Pabean.

322 SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
dari luar Daerah Pabean tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari

luar Daerah Pabean.

323 SKPKBT PPN atas Kegiatan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Membangun Sendiri tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun

Sendiri.

324 SKPKBT Pemungut PPN Dalam | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Negeri tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi

kewajiban pemungut.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPN Dalam Negeri atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

pengungkapan ketidakbenaran | disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPN Dalam Negeri atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penghentian penyidikan tindak |disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas
pidana penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran | Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
pengisian SPT Masa PPN Dalam | 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

Negeri

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,
berupa denda atas penghentian | atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
penyidikan tindak pidana di perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

900 Pemungut PPN Dalam Negeri untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh

Pemungut.
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15. Kode Akun Pajak : 411212 untuk jenis pajak PPN Impor
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Setoran Masa PPN Impor untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPN Impor ketetapan pajak PPN Impor.

300 STP PPN Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPN Impor.

310 SKPKB PPN Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPN Impor.

320 SKPKBT PPN Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan [ Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPN Impor atas pengungkapan [ untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

ketidakbenaran disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPN Impor atas penghentian |[untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas

penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran [Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
pengisian SPT PPN atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,
berupa denda atas penghentian [ atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
penyidikan tindak pidana di perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

900 Pemungut PPN Impor untuk penyetoran PPN impor yang dipungut oleh pemungut.

16. Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Setoran Masa PPN Lainnya untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang.

300 STP PPN Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPN Lainnya.

310 SKPKB PPN Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya.

320 SKPKBT PPN Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPN Lainnya.

390 Pembayaran atas Surat | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat|tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan | Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPN Lainnya atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

pengungkapan ketidakbenaran | disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPN Lainnya atas penghentian | untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penyidikan tindak pidana disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas

penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
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berupa denda atas penghentian
penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran | Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
pengisian SPT PPN atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,

atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.

17. Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Setoran Masa PPnBM Dalam untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang
Negeri tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [ untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPnBM Dalam Negeri ketetapan pajak PPnBM Dalam Negeri.

300 STP PPnBM Dalam Negeri untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPnBM Dalam Negeri.

310 SKPKB Masa PPnBM Dalam untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Negeri tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri.

311 SKPKB Pemungut PPnBM untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Dalam Negeri tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi

kewajiban pemungut.

320 SKPKBT Masa PPnBM Dalam untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Negeri tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri.

321 SKPKBT Pemungut PPnBM untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Dalam Negeri tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri yang

menjadi kewajiban pemungut.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan [ Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPnBM Dalam Negeri atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus

pengungkapan ketidakbenaran [ disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPnBM Dalam Negeri atas untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
penghentian penyidikan tindak [ disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
pidana atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
pengungkapan ketidakbenaran [ Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
pengisian SPT Masa PPN Dalam | 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

Negeri

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,
berupa denda atas penghentian [ atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
penyidikan tindak pidana di perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

900 Pemungut PPNnBM Dalam Negeri | untuk penyetoran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh

pemungut.
18. Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Setoran Masa PPnBM Impor untuk pembayaran PPnBM terutang pada saat impor BKP.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
PPnBM Impor ketetapan pajak PPnBM Impor.

300 STP PPnBM Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPnBM Impor.
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310 SKPKB PPnBM Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPnBM Impor.

320 SKPKBT PPnBM Impor untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPnBM Impor.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan [ Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPnBM Impor atas untuk kekurangan pembayaran PPnBM pada saat impor BKP

pengungkapan ketidakbenaran [atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPnBM Impor atas penghentian [ untuk kekurangan pembayaran PPnBM pada saat impor BKP
penyidikan tindak pidana atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran
pengungkapan ketidakbenaran | PPnBM pada saat impor BKP sebagaimana dimaksud dalam
pembayaran PPnBM pada saat [ Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
impor BKP

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,
berupa denda atas penghentian | atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
penyidikan tindak pidana di perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

900 Pemungut PPnBM Impor untuk penyetoran PPnBM Impor yang dipungut oleh

pemungut.
19. Kode Akun Pajak 411229 Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Setoran Masa PPnBM Lainnya untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang.

300 STP PPnBM Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP PPnBM Lainnya.

310 SKPKB PPnBM Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB PPnBM Lainnya.

320 SKPKBT PPnBM Lainnya untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT PPnBM Lainnya.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 PPnBM Lainya atas untuk kekurangan pembayaran PPnBM Lainnya atas

pengungkapan ketidakbenaran | pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 PPnBM Lainnya atas untuk kekurangan pembayaran PPnBM lainnya atas
penghentian penyidikan tindak | penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
pidana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran
pengungkapan ketidakbenaran [PPnBM Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
pembayaran PPnBM Lainnya (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,
berupa denda atas penghentian | atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
penyidikan tindak pidana di perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.
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20. Kode Akun Pajak 411611 Untuk Bea Meterai
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Bea Meterai untuk pembayaran penggunaan Bea Meterai.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
Bea Meterai ketetapan pajak Bea Meterai.

300 STP Bea Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP Bea Meterai.

310 SKPKB Bea Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB Bea Meterai.

320 SKPKBT Bea Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan [ Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 Bea Meterai atas untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai

pengungkapan ketidakbenaran [atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 Bea Meterai atas penghentian untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai
penyidikan tindak pidana atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran
pengungkapan ketidakbenaran [ penggunaan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam
pembayaran Bea Meterai Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,
berupa denda atas penghentian [ atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
penyidikan tindak pidana di perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
bidang perpajakan Undang-Undang KUP.

21. Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai
KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN

100 Penjualan Benda Meterai untuk pembayaran penjualan Benda Meterai.

199 Pembayaran Pendahuluan skp [untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
Benda Meterai ketetapan pajak Benda Meterai.

300 STP Benda Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam STP Benda Meterai.

310 SKPKB Benda Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKB Benda Meterai.

320 SKPKBT Benda Meterai untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

tercantum dalam SKPKBT Benda Meterai.

390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan | Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali

500 Bea Meterai atas untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas

pengungkapan ketidakbenaran | pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
KUP.

501 Bea Meterai atas penghentian | untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas
penyidikan tindak pidana penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510 Sanksi administrasi berupa untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
denda atau kenaikan atas kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran
pengungkapan ketidakbenaran | penjualan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
pembayaran Bea Meterai ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511 Sanksi denda administrasi atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda,

berupa denda atas penghentian
penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan

atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP.
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22,

23.

24.

25.

26.

Kode Akun Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan Batubara

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Pajak Penjualan Batubara untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara.
300 STP Pajak Penjualan Batubara |untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam STP Pajak Penjualan Batubara.
310 SKPKB Pajak Penjualan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Batubara tercantum dalam SKPKB Pajak Penjualan Batubara.
320 SKPKBT Pajak Penjualan untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Batubara tercantum dalam SKPKBT Pajak Penjualan Batubara.
390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang

Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali

tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali.

Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tid

ak Langsung Lainnya

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
100 Setoran Masa Pajak Tidak untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang
Langsung Lainnya terutang.
300 STP Pajak Tidak Langsung untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Lainnya tercantum dalam STP Pajak Tidak Langsung Lainnya.
310 SKPKB Pajak Tidak Langsung untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Lainnya tercantum dalam SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya.
320 SKPKBT Pajak Tidak Langsung | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Lainnya tercantum dalam SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya.
390 Pembayaran atas Surat untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
Keputusan Pembetulan, Surat [tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan [ Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Peninjauan Kembali
900 Pemungut Pajak Tidak untuk penyetoran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang

Langsung Lainnya

dipungut oleh pemungut.

Kode Akun Pajak 411621 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPh

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
300 STP atas Bunga Penagihan untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPh.
301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPh Pasal 25 ayat

(9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak 411622 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPN

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
300 STP atas Bunga Penagihan PPN | untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPN.
301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPN Pasal 25 ayat

(9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

Kode Akun Pajak 411623 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPnBM

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
300 STP atas Bunga Penagihan untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPnBM.
PPNBM
301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPnBM Pasal 25

ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.
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27. Kode Akun Pajak 411624 Untuk Bunga/Denda Penagihan PTLL

KODE
JENIS JENIS SETORAN KETERANGAN
SETORAN
300 STP atas Bunga Penagihan untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PTLL.
PTLL
301 STP atas Denda Penagihan untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPnBM Pasal 25
ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.
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